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Peristiwa penyebaran berita bohong tentang Covid-19 sangat
meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa
dirugikan atas peristiwa tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini
adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana menolak
pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19, bagaimana
penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran
berita bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal
karena covid-19, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan
Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh tentang penyebaran berita bohong
menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka
untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus
putusan Pengadilan Negeri Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh. Jenis data
penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder
disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana menolak pemakaman jenazah
perawat yang meninggal karena covid-19 diatur dalam KUHP sedangkan
ketentuan di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang No. 8 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penerapan sanksi hukum pidana
terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong menolak
pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena covid-19 diatur
dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yaitu tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan sehingga terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima)

bulan.

Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam
putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/ PN Pyh tentang penyebaran berita
bohong menolak pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena
covid-19 adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat
luas dimasa penanganan Pandemi Covid-19 dan pada diri para terdakwa
tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung
jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga
dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu
terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya
tersebut.
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